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c. Memperbarui kebijakan dividen BUMN.
d. Monitoring realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian

Keuangan guna meng-update data setoran dividen.
e. Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan

pada platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

Kendala atau Tantangan yang dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja
Tahun 2023 adalah Proses pembentukan Holding BUMN berbasis sektoral
merupakan rangkaian langkah yang melibatkan tahapan-tahapan kritis dan
memerlukan sebuah pengkajian yang komprehensif. Dalam proses ini,
koordinasi lintas instansi menjadi esensial, dan hal ini menjadikan waktu yang
dibutuhkan relatif lebih lama. Keberhasilan dalam pembentukan Holding BUMN
sangat bergantung pada dukungan dan persetujuan Pemerintah. Dukungan ini
mencakup koordinasi yang efektif di antara Kementerian yang terlibat serta
pelaksanaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan dalam penyusunan dan
penetapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum yang mendasari
pembentukan Holding BUMN. Dalam konteks ini, kerjasama antar instansi dan
kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan menjadi kunci dalam memastikan
kelancaran dan kesuksesan proses ini.
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PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan sasarcrn strategis yaitu
"Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia" dengan indikator kinerja
"Indeks Efektivitas Kinerja PPATK".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, PPATK telah
menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran kineda Tahun 2023, dari 1 (satu) indikator
kineda yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (1O0%)
memiliki capaian melebihi target yaitu lebih dari 100%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator
kinerja Tahun 2023.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Terwujudnya
efektivitas
pencegahan dan
pemberantasan
tindak pidana
pencucian uang
dan pendanaan
terorisme di
Indonesia.

Indeks efektivitas
pencegahan dan
pemberantasan
tindak pidana
pencucian uang
dan pendanaan
terorisme
Indonesia.

7,47
indeks

7,74
indeks

103,61
o/o

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No Program Pagu (Rpf Realisasi (Rp) o/o

1 Terwujudnya
efektivitas
pencegahan dan
pemberantasan
tindak pidana
pencucian uang
dan pendanaan
terorisme di
Indonesia.

295.106.419.OOO 295.381 .386.582 lOOo/o
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Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK dalam mencapai target
kinerj a adalah melalui program / kegiatan diantaranya:

1. PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi berbagi pakai untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK
dan mendukung implementasi SPBE;

2. PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat
menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai
bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK;

3. PPATK senantiasa memperbaiki proses perencanaan kinerja dan
anggaran;

4. PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan
evaluasi atas capaian kinerjanya secara berkala, termasuk memitigasi
risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan
evaluasi Renstra PPATK Tahun 2O2O-2O24;

5. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di
PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada
masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan
kinerja;

6. PPATK melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2023 dan
2024 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK
dalam mendukung program reformasi birokrasi;

7. PPATK menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan
whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan secara
berkala;

8. PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak
hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya
mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat
dan beragam;

9. PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara
lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai
liaison officer FIU yang menangani pertukaran informasi di Egmont Secure
Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti Financial
Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas kasus-kasus
kejahatan lintas negara.

10. Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar
PESTEL terhadap kinerja PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah dengan
memperhatikan berbagai isu-isu penting yang berpotensi sebagai TPPU
dan TPPT di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan
hukum dengan prioritas utama pada aspek lingkungan;

11. Menguatkan koordinasi dengan . stakeholder PPATK yang meliputi
Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Asosiasi, Pihak Pelapor,
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Kementerian/Lembaga Lainnya, Aparat Penegak Hukum, dan pihak
lainnya.

12. Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan proaktif
maupun inqtiry berdasarkan NRA, kasus yang menjadi perhatian
masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian besar,
berkaitan dengan program prioritas pemerintah, menjadi perhatian
pimpinan, dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi
penerimaan negara;

13. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia dalam APG, FICG
Project, dan peningkatan kerja sama regional;

14. Pembuatan aplikasi daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal;

15. Pengembangan ini dilakukan dalam upayameningkatkan efektivitas
penerapanPeraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian
Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala BAPPETEN tentang Pencantuman
Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana
Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

16. Mendorong eskalasi percepatan penetapan RUU Perampasan Aset;
17. Menyusun Peraturan Bersama tentang Pencantuman ldentitas Orang dan

Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan
Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi
yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
mengatur bahwa mekanisme pencantuman identitas orang dan korporasi
dalam DTTOT dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

18. PPATK memperoleh dukungan dari para ahli (expert judgment), tim
akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam penyusunan Indeks
efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian ua.ng
dan pendanaan terorisme Indonesia;

19. Selama proses pelaksanaan survei, Tim Helpdesk PPATK memberikan
layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden yang menemui
kendala ketika mengisi kuesioner Indeks efektivitas pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
Indonesia.

Berikut kendala-kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja PPATK
Tahun 2023:

1. Kendala teknis dan kendala yang terkait dengan substansi kuesioner. Atas
kendala tersebut, PPATK telah menyediakan tim Helpdesk untuk
memberikan layanan bantuan selama24 jam kepada para responden yang
menemui kendala ketika melakukan pengisian kuesioner;

2. Dari sisi PPATK, pemenuhan inquiry menjadi masalah yang cukup
menantang mengingat jumlah SDM Analis di PPATK yang terbatas
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jumlahnya sementara aparat penegak hukum yang harus dilayani
mencakup seluruh Indonesia (bersumber, dari masukan responden
kategori penegak hukum). Belum lagi dari sisi dukungan perlengkapan
dukungan teknologi yang harus selalu up to date dengan dinamika tindak
kejahatan keuangan saat ini dimana para pelaku kejahatan sudah
semakin lihai dalam menggunakan teknologi terkini untuk menyamarkan
uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh mereka;

3. Rendahnya tindak lanjut Hasil Analisis proaktif oleh aparat penegak
hukum menjadi tantangan yang cukup berat dari sisi PPATK. Sebagai
Financial Intelligence Unit, produk utama dari PPATK adalah Hasil Analisis
Proaktif. Disini, PPATK terus berupaya meningkatkan kualitas substansi
maupun kecepatan informasi intelijen proaktif ini untuk mendukung
penangan perkara TPPU-TPPT oleh para aparat penegak hukum. Di Antara
para penegak hukum yang menerima produk, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea
Cukai menjadi institusi dengan response rate tertinggi untuk tindak lanjut
HA proaktif. Hal ini tidak terlepas dari proses panjang yang dilalui oleh
PPATK bersama dengan kedua institusi tersebut untuk membangun
sistem yang mampu menjawab kebutuhan dari masing-masing pihak.
Saat ini, langkah yang sama sedang ditempuh untuk diimplementasikan
kepada institusi penegak hukum lainnya;

4. Kualitas l.a.poran Transaksi Keuangan Mencurigakan yang masih harus
terus ditingkatkan. Kendala ini dirasakan oleh pihak pelapor dimana
dampaknya terasa pada kinerja PPATK dalam hal menghasilkan produk
informasi intelijen.
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan 1 (satu) sasaran
strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran
kinerja Tahun 2023, dari 3 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak
1 (satu) indikator kinerja (33,34o/ol memiliki capaian melebihi target, 1 (satu)
indikator kinerja (33,33%) sesuai target, dan 1 (satu) indikator kinerja (33,33%)
dibawah target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator
kinerja Tahun 2023.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Itlo Sasaran Strategis Inditator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya
Pemanfaatan
Rekomendasi,
Pendapat, dan
Pertimbangan atas
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara
serta Penyelesaian
Ganti Kemgian
Negara yang
Didukung Tata
Kelola Organisasi
Berkineda Tinggi

IK1-
Tingkat Kualitas
dan Manfaat Tata
Kelola Keuangan
Negara
Berdasarkan Hasil
Pemeriksaan BPK

7g,ooo/o 78,15o/o 98,93o/o

tK2 -
Indeks Kepuasan
Pemangku
Kepentingan atas
Manfaat Hasil
Pemeriksaan

4,40 4,40 100,00%

IK3-
Nilai Qualitg
Assuranre
Reformasi Birokrasi

88,27 85,63 97,Olo/o

Rata-rata Kinerja 981650/o

No Program Pagu (Rpf Realtsasi (Rpf Persentase

1 Program Pemeriksaan
Keuangan Negara

3.969.6s6.875.000 3.962.351 .1O7.026

2 Program Dukungan
Manajemen

644.377.658.000 643.495.316.O24

Jumlah 4.6L4.O34.533.OOO 4.605.846.423.O50

99,820/"

99,860/0

99,82o/o
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UPAYA YANG TELIIH DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KINER.IA

Adapun upaya yang telah dilakukan BPK untuk mencapai kinerja sebagai
berikut:

1. Berupaya untuk selalu meningkatkan (continuous improuement) kualitas
rekomendasi BPK, mendorong entitas agar lebih giat untuk
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui optimalisasi
pemanfaatan Aplikasi SiPTL, dan pemberdayaan peningkatan peran
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) melalui diklat tentang
pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara;

2. Mendorong entitas untuk memanfaatkan pendapat dan atau
pertimbangan BPK, serta peningkatan kualitas pendapat dan atau
pertimbangan BPK;

3. Melakukan perencanaan pemeriksaan terintegrasi, mengembangkan
sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melakukan
perbaikan dan peningkatan mekanisme koordinasi antar AKN
Koordinator, Ditama Renvaja dan satker pemeriksaan yang terlibat;

4. Peningkatan implementasi rencana strategis (Renstra) yang terintegrasi,
pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan manajemen risiko BPK;
peningkatan kapasitas pengelolaan perubahan, peningkatan kapasitas
pengelolaan pengetahulan, dan implementasi Strategg, Performance,
Measurement and Reporting (SPMR) dalam peningkatan pengelolaan
perencErnaan strategi organisasi;

5. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar
pemeriksaan;

6. Untuk pengembangan kapasitas SDM di BPK sebagai bagian dari
reformasi birokrasi, BPK telah melaksanakan sertifikasi CSFA,
membangun learning strategic gouerrlance, organisasi pembelajaran,
learning cttlture, dan knowledge shaing sebagai fondasi BPK Corporate
Uniuersity (CorpU);

7. Meningkatkan kapasitas kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan
(MTP) dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara, menyusun rancangan peraturan BPK tentang tata cara
penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah terhadap pengelola
BUMN/BUMD atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara;

8. Ditama Renvaja PKN senantiasa memastikan terlaksananya integrasi yang
baik dalam mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan
(manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan)
atas proses perencanaan dan pencapaian kinerja;

9. Menindaklanjuti masukan responden survei sebagai upaya perbaikan
terkait penyusunan perangkat lunak;

10. Menyusun Rencana Penyusunan Perangkat Lunak agar perangkat lunak
yang dibuat dapat lebih aktual, bermanfaat, dan mudah dipahami oleh
pengguna;

1 1. Melakukan sosialisasi atas perangkat lunak yang lebih intensif;
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